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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

          Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam 

membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namum, 

tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran masih menjadi 

perhatian utama dalam konteks administrasi perpajakan di Indonesia. Menurut 

data yang diperoleh dari website Kementerian Keuangan tahun 2022, realisasi 

APBN tahun 2022 mencapai Rp2.626,4 triliun dan realisasi penerimaan pajak 

mencapai Rp2.034,5 triliun dari total realisasi pendapatan negara. Realisasi 

penerimaan pajak mencapai 115,9% dari target APBN 2022 dan berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 mencapai Rp2.266,2 triliun. 

Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 dapat didefinisikan sebagai kontribusi yang harus dilakukan oleh 

individu atau entitas tertentu kepada negara yang terutang dengan keuntungan 

tidak diperoleh secara langsung dan dimanfaatkan untuk mencapai 

kemakmuran rakyat sebanyak mungkin dalam skala negara. Dalam upaya 

untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah 

pusat melainkan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia 
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dapat di kelompokkan menurut pemungut dan pengelolanya sebagai Pajak 

Pusat dan Pajak Daerah (Waluyo, 2010). Pajak pusat merupakan pajak yang 

dipungut oleh pemerintah pusat dimana pungutan yang wajib dibayarkan oleh 

wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan kepada pemerintah. Pajak 

daerah merupakan bentuk kontribusi wajib kepada daerah yang harus 

diserahkan oleh individu atau entitas sesuai peraturan hukum, tanpa imbalan 

langsung, dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan 

kepentingan umum daerah. 

 Pemungutan pajak daerah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan 

Bangunan merupakan pungutan wajib pajak atas kepemilikan tanah dan 

bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas 

perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan 

manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Pajak bumi dan bangunan (PBB) 

merupakan jenis pajak daerah yang sebelumnya termasuk dalam pajak pusat 

kemudian kewenangannya diserahkan kepada pajak daerah. Adanya ketetapan 

atas kebijakan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diharuskan secara mandiri dapat 

mengelola PBB. Saat peralihan pemerintah pusat mengalihkan seluruh 

kewenangannya kepada Kabupaten/Kota, diantaranya kewenangan dimulai 

dari proses mendata, menilai, pengaturan, pelaksanaan administratif, 

pengutipan/tagihan, dan penyediaan layanan. Ketentuan atas tarif yang 

dikenakan kepada wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
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2009 pengenaan atas tarif tertinggi untuk pajak atas tanah dan bangunan 

sebesar 0,3% dan penetapan tarif pajak tanah dan bangunan ditetapkan melalui  

Peraturan Daerah. Untuk hasil dari pendapatan pajak tanah dan bangunan 

secara keseluruhan akan masuk ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Pelaksanaan dalam pengelolaan PBB secara mandiri oleh Kabupaten/Kota 

ditetapkan paling lambat dilakukan 1 Januari tahun 2014. 

Dasar hurkurm dalam perngernaan pajak atas burmi dan bangurnan diaturr 

dalam Urndang-Urndang Nomor 12 Tahurn 1985, yang terlah merngalami 

perrurbahan merlaluri Urndang-Urndang Nomor 12 Tahurn 1994, berrkaitan derngan 

Pajak Burmi dan Bangurnan. Pada dasarnya permbayaran Pajak burmi dan 

bangurnan (PBB) mernjadi salah satur langkah dalam merwurjurdkan 

kergotongroyongan nasional dalam permbiayaan nergara dan permbangurnan 

nasional. Dalam perraturran yang berrlakur sercara urmurm Urndang-Urndang Nomor 

28 Tahurn 2009 dimaksurdkan bahwa Pajak Burmi dan Bangurnan adalah pajak 

yang dikernakan pada kerpermilikan, perngerndalian, permanfaatan atas tanah 

dan/ataur strurkturr olerh individur ataur erntitas, kercurali daerrah yang digurnakan 

urnturk aktivitas perrtanian, hurtan, dan perrtambangan. Adanya kerbijakan 

perralihan mernjadi urpaya permerrintah dalam merngoptimalkan pernerrimaan pajak 

khursursnya bagi Perme rrintah Daerrah, pajak burmi dan bangurnan akan mernjadi 

salah satur perran dalam merningkatkan Perndapatan Asli Daerrah.  

Permerrintah Kota Sermarang merlaksanakan berragam ursaha urnturk 

mermaksimalkan pernerrimaan pajak burmi dan bangurnan (PBB) dimurlai dari 

perraturran-perraturran serrta kerbijakan yang ditertapkan, sosialisasi hingga layanan 
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permbayaran berrbasis onliner. Perngerlolaan pajak burmi dan bangurnan sercara 

mandiri olerh Permerrintah Kota Sermarang murlai dilaksanakan pada tahurn 2012 

derngan adanya Perraturran Daerrah Nomor 13 Tahurn 2011, terntang Pajak Burmi 

dan Bangurnan Perrkotaan dan Perdersaan. Sermakin berrtambahnya jurmlah angka 

pada perndurdurk terntur merningkat purla jurmlah wajib pajak urnturk sertiap 

tahurnnya, namurn derngan adanya perningkatan jurmlah wajib pajak diharapkan 

adanya kersersuraian terrhadap kerpaturhan wajib pajak urnturk merlapor dan 

mermbayar kerwajiban perrpajakannya. Tingkat erferktivitas pernerrimaan PBB-P2 

dihiturng berrdasarkan hasil yang dicapai derngan targert yang diternturkan. 

Sermakin bersar tingkat erferktivitas pernerrimaan PBB-P2, dapat dikatakan kinerrja 

aparaturr pernergak pajak terlah maksimal ataur erferktif dalam urpaya 

merngoptimalkan pernerrimaan PBB-P2 terrserburt. Dermikian purla serbaliknya, 

sermakin kercil tingkat erferktivitas yang dicapai maka kinerrja aparaturr pernergak 

pajak kurrang maksimal (Mardiasmo, 2019).  

Data yang diperrolerh dari Badan Perndapatan Daerrah Kota Sermarang 

terrcatat dalam lima tahurn terrakhir jurmlah pernerrimaan pajak PBB merngalami 

perningkatan dan berberrapa tahurn diantaranya merlerbihi targert yang terlah 

ditertapkan, namurn dari prerserntaser reralisasi tahurn 2018 merngalami flurkturasi 

serrta dapat dilihat dari prerserntaser reralisasi pernerrimaan pajak burmi dan 

bangurnan tahurn 2019 serbersar 480.106.015.003 derngan prerserntaser 113%, tahu rn 

2020 serbersar 478.968.317.991 derngan prerserntaser 91%, tahurn 2021 serbersar 

474.523.426.034 derngan prerserntaser 105%, dan tahurn 2022 serbersar 

569.210.604.700 derngan prerserntaser 103%. 
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Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Semarang 

 

Surmberr: Badan Perndapatan Daerrah Kota Sermarang 

Mernurrurt informasi dari Badan Perndapatan Daerrah Kota Sermarang, 

serlain reralisasi pernerrimaan PBB-P2 yang merncapai targert serperrti pada tabe rl 

diatas, adapurn perrmasalahan yang terrjadi yaitur: perrtama, kerpaturhan wajib 

pajak terrhadap kersadarannya urnturk mermernurhi kerwajiban perrpajakannya masih 

minim. Kerdura, durkurngan surmbe rr daya manursia yang ada pada Badan 

Perndapatan Daerrah di Kota Sermarang berlurm sermpurrna karerna pada instansi 

terrserburt mermiliki berragam individur yang mermpurnyai visi kerrja yang berrberda-

berda sertiap orangnya serrta kermampuran ataur perngertahuran dalam pernggurnaan 

terknologi/ kompurterr yang masih berlurm merrata pada sertiap individur. Kertiga, 

karerna durkurngan logistik yang berlurm mermadai. Kerermpat, durkurngan infra 

konerksi yang masih minim, dimana urnturk perlayanan adminstrasi perrpajakan 

yang berrbasis terknologi serperrti serkarang ini perrlur durkurngan konerksi ataur 

jaringan interrnert yang lerbih mermadai. 

NO TAHUN 

TARGER  

PENERIMAAN 

REALIASI PRESENTASE 

1 2018 348.500.000.000 410.965.561.484 118% 

2 2019 425.000.000.000 480.106.015.003 113% 

3 2020 527.500.000.000 478.968.317.991 91% 

4 2021 450.000.000.000 474.523.426.034 105% 

5 2022 550.500.000.000 569.210.604.700 103% 
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Urpaya yang dilakurkan urnturk pernertapan kerbijakan Permerrintah Kota 

Sermarang dalam pernerrimaan PBB mermberrikan program inserntif pajak pada 

PBB berrurpa permberrian diskon permbayaran PBB urnturk tahurn 2023 serbersar 

10% ataur pernghapursan dernda turnggakan yang berlurm terrbayarkan dari tahurn 

2018-2022. Permberrian program inserntif pajak berrdasarkan SK Kerpala 

Bapernda Kota Sermarang No. B/1214/971.11/III Tahurn 2023. Adanya program 

ini mernjadikan urpaya permerrintah Kota Sermarang urnturk merningkatkan 

kerpaturhan wajib pajak dalam mermbayar pajak. 

Mernurrurt Prabandarur (2019) kerpaturhan wajib pajak merrurpakan suratu r 

tindakan paturh dan sadar terrhadap kerterrtiban permbayaran dan perlaporan 

kerwajiban perrpajakan masa dan tahurnan dari wajib pajak yang berrsangkurtan 

yang berrbernturk serkurmpurlan orang dan/ataur modal yang merrurpakan ursaha 

sersurai derngan kerternturan perrpajakan yang berrlakur. Dari derfinisi terrserburt dapat 

disimpurlkan bahwa kerpaturhan wajib pajak adalah tindakan wajib dan paturh 

yang dilakurkan olerh wajib pajak dalam merlaksanakan kerwajiban 

perrpajakannya.  

Mernurrurt Isnaini & Karim (2021) kerpaturhan wajib pajak ialah faktor 

urtama dalam perme rnurhan perwurjurdan targert perndapatan serktor pajak. Hal ini 

perrlur diperrhatikan olerh permerrintah agar dapat merrancang kerbijakan maurpurn 

stratergi yang erferktif urnturk merningkatkan kerpaturhan wajib pajak. Faktor ini 

berrasal dari interrnal maurpurn erksterrnal atas pernilaian siturasi wajib pajak dalam 

mermbayar pajak. Faktor interrnal berrasal dari interrnal individur wajib pajak 

serndiri urnturk mermernurhi kerwajiban dalam perrpajakannya serhingga wajib pajak 
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dapat mernilai bagaimana perrserpsinya terrhadap pajak itur serndiri. Faktor 

erksterrnal berrasal dari lurar individur wajib pajak ataur lingkurngan yang turrurt 

mermperngarurhi pernilaian wajib pajak. 

Dalam Kerpurtursan Mernterri Kerurangan No. 544/KMK.04/2022 

kerpaturhan wajib pajak dikatergorikan derngan berberrapa kriterria diantaranya: 

wajib pajak mernyampaikan SPT terpat waktur derngan serkurrang-kurrangnya 2 

(dura) tahurn terrakhir urnturk sermura jernis pajak, wajib pajak tidak mermiliki 

turnggakan urnturk permbayaran pajak (sermura jernis pajak) kercurali merndapatkan 

izin urnturk merlurnasi sercara berrkala ataur mernanggurhkan permbayaran pajak, 

tidak perrnah merndapatkan sanksi hurkurm atas tindakan perlanggaran hurku rm 

dibidang perrpajakan dalam kurrurn waktur 10 (serpurlurh) tahurn terrakhir.  

Berrdasarkan literraturr, terori atribursi dapat digurnakan urnturk 

mernganalisis perrilakur kerpaturhan wajib pajak. Terori ini merrurpakan salah satu r 

asperk yang dapat mermperngarurhi kerpaturhan. Hal ini diperrkurat olerh pernerlitian-

pernerlitian terrdahurlur yang terlah dilakurkan olerh Indrijawati ert al. (2022), Karwurr 

ert al. (2020), Al-Zaqerba & Al-Rashdan (2020), Sapurtra (2019), Galib ert al. 

(2018), Bernk ert al. (2012). Mernurrurt pernerlitian terrhadap terori ini, baik erksterrnal 

maurpurn interrnal, perrilakur serserorang urnturk mermernurhi kerwajiban perrpajakan 

diperngarurhi olerh kersadaran. Kersadaran urnturk paturh diperngarurhi ole rh 

permbayaran onliner sisterm, permberrian inserntif yang mermerngarurhi perrilaku r 

kerpaturhan wajib pajak. 
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Berrdasarkan pernjerlasan diatas terrdapat faktor yang mermperngarurhi 

kerpaturhan wajib pajak, salah saturnya adalah kersadaran wajib pajak. Salah satur 

urpaya yang dilakurkan olerh Permerrintah Daerrah adalah merningkatkan 

kersadaran, permbaharuran sisterm permbayaran dan permberrian inserntif. Merlalu ri 

sisterm permbayaran onliner dan permberrian inserntif pajak, wajib pajak sadar akan 

kerwajibannya urnturk mermbayarkan pajaknya diharapkan dapat mermernurhi 

kerwajibannya dan mermperrolerh haknya (Anwar, 2018). 

Mernurrurt Aswati ert al (2018) kersadaran wajib pajak dapat dilihat dari 

kersurnggurhan dan keringinan wajib pajak urnturk mermernurhi kerwajiban pajaknya 

yang di turnjurkkan dalam mermahami wajib pajak terrhadap furngsi pajak dan 

kersurnggurhan wajib pajak dalam mermbayar pajak dan merlaporakan pajak. 

Dalam hal ini dapat disimpurlkan bahwa kersadaran wajib pajak adalah kertika 

serserorang diri merngerrti akan tanggurng jawab atas kerwajiban yang dimilikinya 

serbagai wajib pajak. Apabila serserorang merngerrti dalam dirinya serbagai wajib 

pajak maka akan timburl rasa kerharursan urnturk merlaksanakan kerwajiban 

perrpajakannya serhingga mernjadi wajib pajak yang paturh. 

Kersadaran wajib pajak mernjadi salah satur faktor urnturk 

merningkatkan kerpaturhan wajib pajak urnturk merlaksanakan kerwajiban dalam 

perrpajakannya. Kersadaran wajib pajak mermiliki hurburngan yang diperngarurhi 

antara dura faktor yaitur faktor erksterrnal maurpurn faktor interrnal, hal ini 

terrganturng pada keradaan yang terrjadi. Kersadaran wajib pajak faktor interrnal 

dari berrurpa dorongan dari dalam diri urnturk berrperrilakur paturh yang dibernturk 

olerh perngertahuran perrpajakan, perrserpsi positif terntang pajak, dan karakterristik 
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wajib pajak. Karerna kersadaran urnturk mermbayarkan pajak timburl dari diri 

serndiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Kersadaran wajib pajak faktor 

erksterrnal wajib pajak mernganggap tidak adanya durkurngan ataur manfaat yang 

diterrima. 

Permbayaran pajak dimaksurdkan urnturk merndurkurng permbangurnan 

kota dan dersa, yang akan mermurngkinkan perrlurasan infrastrurkturr. Dalam 

mermernurhi tanggurng jawab perrpajakannya, kerpaturhan wajib pajak merngacu r 

pada pola pikir kerturndurkan, kerdisiplinan, dan kerpaturhan individur ataur 

kerlompok terrhadap perraturran perrpajakan (Tahurlernding & Palernerwern, 2021). 

Permbayaran pajak serkarang terlah merngalami perrkermbangan merlalu ri 

berrmacam terknik serrta permilihan derngan perlaksanaan ataurpurn perrantara 

lermbaga, merlipurti ursaha merlaluri Permda yang serkarang mermbernturk terrobosan 

program kermurdahan merngaksers urnturk mermbayarkan PBB. Diantara terknik 

Permerrintah Daerrah yang surdah mernerrapkan terrobosan program mermbayarkan 

pajak derngan basis erlerktronik pada layanannya di Kota Sermarang merlaluri 

program mermbayar derngan erlerktronik. Serjak tahurn 2018 Permerrintah Daerrah 

Kota Sermarang terlah mernertapkan permbayaran PBB surdah dilakurkan sercara 

onliner merlaluri werbsider yang surdah diserdiakan olerh Permerrintah Daerrah Kota 

Sermarang.  

Hasil pernerlitian Anggraini (2020) mernurnjurkan bahwa perrurbahan 

cara permbayaran pajak burmi dan bangurnan terlah mermbantur serktor pajak burmi 

dan bangurnan mernghasilkan lerbih banyak pernerrimaan urnturk daerrah. Paymernt 

onliner systerm (POS) mermurdahkan masyarakat serbagai wajib pajak dalam 
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mermbayar kerwajiban pajaknya, Bapernda serbagai pernerrima pajak, dan bank 

serbagai perrantara permbayaran pajak. Payment online system (POS) sangat 

mermbantur karerna mermburturhkan waktur lerbih serdikit dan mernggurnakan lerbih 

serdikit ernerrgi dari pada mertoder lainnya. Namurn serbagai payment online system 

(POS), hal terrserburt tidak lerpas dari masalah yang mernyerrtainya. Payment 

online system (POS) dapat diterrapkan derngan baik jika aplikasi terrlerbih dahurlu r 

diburat lerbih sosial, yang mermurdahkan orang urnturk mernggurnakannya. 

Mernurrurt Winardi (2021) istilah “Inserntif Pajak” mermiliki padanan 

dalam bahasa inggris yaitur “Incerntiver Taxation” mermiliki arti urnturk 

mermberrikan rangsangan urnturk mernghasilkan perndapatan pajak serrta 

merndorong kergiatan perrerkonomian dalam bidang terrterntur. Adanya permberrian 

inserntif pajak urnturk mermicur tingkat kerpaturhan wajib pajak, maka hal ini 

serbanding derngan merningkatnya pernerrimaan pajak serbagai perndapatan nergara. 

Tingginya pernerrimaan pajak serbagai urpaya pernerrimaan perndapatan bagi 

permerrintah terntur dapat mermberrikan dampak pada permbangurnan yang 

dimaksimalkan kerpada masyarakat. 

Permberrian inserntif pajak merrurpakan salah satur cara permerrintah 

urnturk merndorong tingkat kerpaturhan pajak. Inserntif pajak digurnakan serbagai 

furngsi rergurlasi berrturjuran urnturk mermbantur perrgerrakan roda perrerkonomian 

Indonersia. Permerrintah mernertapkan Perraturran Permerrintah No. 1 Tahurn 2020 

perrihal pernurrurnan tarif dan PMK23/PMK03/2020 mermberrikan inserntif pajak 

pada pajak pernghasilan (PPh) Pasal 21, yaitur: objerk pajak pergawai (PPh) pasal 

22, objerk pajak atas impor (PPh) Pasal 25, angsurran pajak dan pajak 
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perrtambahan nilai (PPN) dalam hal mermperrcerpat perngermbalian PPN lerbih 

bayar. 

Adanya program inserntif pajak ini sangat diharapkan mampu r 

merndorong wajib pajak dalam mermernurhi kerwajiban dalam mermbayar pajak 

serhingga dapat merningkatkan pernerrimaan pajak. Permberrian inserntif pajak 

mernjadi urpaya urnturk merningkatkan kersadaran wajib pajak. Kersadaran wajib 

pajak mernjadi salah satur faktor urnturk merningkatkan kerpaturhan wajib pajak. 

Pernerlitian terrdahurlur yaitur pernerlitian yang dilakurkan olerh Ma’rurf & 

Surpatminingsih (2020) mernyimpurlkan bahwasanya sanksi, kersadaran, 

permahaman, kuralitas perlayanan mermperngarurhi tingkat kerpaturhan. Pernerlitian 

yang dilakurkan olerh Harapah & Silalahi (2021) mernye rburtkan asperk yang 

mermperngarurhi tingkat kerpaturhan serserorang mermbayar pajaknya yang terrdiri 

dari SPPT, perngertahuran masyarakat, sikap masyarakat, sanksi perrpajakan dan 

kersadaran. Pernerlitian yang dilakurkan olerh Farid & Kartika (2022) 

mernyimpurlkan bahwa kerpaturhan wajib pajak diperngarurhi dari inserntif pajak, 

sanksi, permbayaran onliner, permbinaan. Berrdasarkan pernerlitian terrdahurlur, 

pernerliti mernggurnakan variaberl kersadaran wajib pajak, permbayaran onliner, dan 

inserntif pajak urnturk merngertahuri perngarurhnya terrhadap kerpaturhan wajib pajak 

PBB. 

Asperk perrtama yang diasurmsikan berrdampak pada kerpaturhan wajib 

pajak mermbayar PBB ialah kersadaran wajib pajak. Kersadaran serbagai wajib 

pajak mermiliki suratur kerwajiban urnturk merndaftar, merlaporkan, dan mermbayar 

pajaknya. Kersadaran ini harurs berrasal dari perrsperktif masyarakat itur serndiri 
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agar tidak merrasa ada paksaan urnturk mermbayar ataur merlaporkan pajaknya. 

Hasil pernerlitian olerh Nurrkholik & Zahroh (2020) kersadaran wajib pajak 

terrhadap kerpaturhan permbayaran pajak mernurnjurkkan hasil perngarurh yang 

signifikan. Hasil pernerlitian ini berrtolak berlakang derngan pernerlitian yang 

dilakurkan olerh Oktaviani ert al. (2021) tidak mernurnjurkkan hasil perngarurh yang 

signifikan.  

Asperk kerdura yang didurga berrdampak pada kerpaturhan wajib pajak 

mermbayar PBB ialah permbayaran onliner. Permbayaran onliner merrurpakan 

mertoder permbayaran yang mermiliki fasilitas interrnert serbagai sarana prasaran. 

Permbayaran onliner sangat mermurdahkan dan mermbantur dalam merlakurkan 

permbayaran pada sermura jernis transaksi kapan purn dan dimana purn. Hasil 

pernerlitian olerh Farid & Kartika (2022) permbayaran onliner berrperngaru rh 

terrhadap kerpaturhan mermbayar pajak mernurnjurkkan hasil yang positif dan 

signifikan. Hasil pernerlitian ini berrtolak berlakang derngan pernerlitian yang 

dilakurkan olerh L Adinda Purtri (2019) tidak mernurnjurkkan hasil perngarurh yang 

signifikan. 

Asperk kertiga yang didurga berrdampak pada kerpaturhan wajib pajak 

mermbayar PBB ialah inserntif pajak. Inserntif pajak merrurpakan suratur bernturk 

fasilitas perrpajakan yang diberrikan permerrintah kerpada wajib pajak berrurpa 

pernurrurnan tarif pajak yang berrturjuran urnturk mermperrkercil bersarnya berban pajak 

yang harurs dibayarkan. Hasil pernerlitian olerh Farid & Kartika (2022) inserntif 

pajak berrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib pajak mernurnjurkkan hasil yang 

positif dan signifikan. Hasil pernerlitian ini berrtolak berlakang derngan pernerlitian 
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yang dilakurkan olerh Syanti, Widyasari, Nataherrwin (2020) tidak mernurnjurkkan 

hasil perngarurh yang signifikan. Berrdasarkan masalah yang terlah dipaparkan 

diatas dan dari urraian merngernai berberrapa pernerlitian yang terlah dilakurkan 

serberlurmnya, perrlur dilakurkan risert adakah perngarurh dari variaberl kersadaran 

wajib pajak, permbayaran online r, inserntif pajak terrhadap kerpaturhan wajib 

pajak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kerpaturhan wajib pajak PBB di Kota Sermarang merngalami kernaikan dan 

pernurrurnan. Kerpaturhan wajib pajak mernurnjurkkan tingkat kerperkaan pada 

tanggurngan perrpajakan. Berrdasarkan data Badan Perndapatan Daerrah Kota 

Sermarang mernyatakan bahwa kerpaturhan terrgolong serimbang. Dari urraian latar 

berlakang diatas derngan data Badan Perndapatan Daerrah Kota Sermarang pernerliti 

merlakurkan pernerlitian apakah kersadaran wajib pajak, permbayaran onliner, dan 

inserntif pajak berrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib pajak mermbayar pajak 

burmi dan bangurnan, maka dirurmurskan ker dalam perrnyataan pernerlitian serbagai 

berrikurt: 

1. Apakah kersadaran wajib pajak berrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib 

Pajak dalam mermbayar pajak burmi dan bangurnan? 

2. Apakah permbayaran online r berrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib pajak 

dalam mermbayar pajak burmi dan bangurnan? 

3. Apakah inserntif pajak berrperngarurh terrhadap kerpaturhan wajib pajak dalam 

mermbayar pajak burmi dan bangurnan? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Berrdasarkan latar berlakang yang surdah diurraikan, turjuran pernerlitian ini 

adalah serbagai berrikurt: 

1. Urnturk mernganalisis perngarurh kersadaran wajib pajak terrhadap kerpaturhan 

wajib pajak. 

2. Urnturk mernganalisis perngarurh permbayaran onliner terrhadap kerpaturhan 

wajib pajak. 

3. Urnturk mernganalisis perngarurh inserntif pajak terrhadap kersadaran wajib 

pajak. 

Berrdasarkan turjuran pernerlitian diatas diharapkan pernerlitian ini dapat 

mermberrikan kergurnaan ataur kontribursi bagi pihak-pihak yang mermburturhkan 

a. Manfaat Teroritis  

            Pernerlitian ini diharapkan dapat mernambah wawasan di bidang 

perrpajakan terrurtama masalah terrkait kersadaran wajib pajak, permbayaran 

onliner, inserntif pajak terrhadap kerpaturhan wajib pajak dalam mermbayar 

pajak burmi dan bangurnan Kota Sermarang. 

b. Manfaat Praktis 

          Risert ini dilakurkan dan diharapkan mermpurnyai manfaat, yaitur serbagai 

berrikurt: 

1. Bagi Instansi  

Pernerlitian ini diharapkan dapat mermberrikan informasi dan masurkan 

pada institursi terrkait, serhingga dapat merningkatkan motivasi 

mermbayar pajak burmi dan bangurnan bagi wajib pajak. 
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2. Bagi Wajib Pajak 

Pernerlitian ini diharapkan dapat mernambah wawasan wajib pajak 

terntang perntingnya mermbayar kerwajiban perrpajakkannya, serhingga 

dapat merningkatkan motivasi mermbayar pajak burmi dan bangurnan 

bagi wajib pajak di Kota Sermarang. 

 

3. Bagi Pernerliti 

Pernerlitian ini diharapkan dapat berrmanfaat bagi pernerliti yaitu r 

merngimplermerntasikan ilmur perrpajakan yang terlah diperlajari di 

bangkur perrkurliahan serrta dapat mernambah wawasan pernerliti, terrkait 

kersadaran wajib pajak, permbayaran onliner, inserntif pajak terrhadap 

kerpaturhan wajib pajak dalam mermbayar pajak burmi dan bangurnan 

derngan mermbandingkan antara terori yang terlah diperlajari serberlurmnya 

derngan kondisi yang terrjadi serbernarnya di lapangan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan  

Sistermatika pernurlisan dalam pernerlitian ini adalah serbagai berrikurt: 

BAB I                : PENDAHULUAN 

Pada bagian perndahurlurann dijerlaskan derngan latar 

berlakang masalah, rurmursan masalah, turjuran dan 

kergurnaan pernerlitian dan sistermatika pernurlisan. 
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BAB II              : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian tinjauran Purstaka berrisi landasan terori yakni 

pernjerlasan terntang konserp dan prinsip dasar yang 

diperrlurkan urnturk mermercahkan masalah dalam Turgas 

Akhir/Skripsi serrta mermbahas hasil pernerlitian 

serberlurmnya. 

BAB III            : METODE PENELITIAN 

Pada bagian mertoder pernerlitian dijerlaskan bagaimana 

pernerlitian akan dilaksanakan dan cara yang digurnakan 

urnturk mernganalisis topik pernerlitian. Mertoder pernerlitian 

merngurraikan derfinisi operrasional variaberl, popurlasi dan 

samperl, serrta jernis dan surmberr data, terktik perngurmpurlan 

data dan mertoder analisis yang digurnakan.  

BAB IV           : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian hasil dan permbahasan dije rlaskan objerk 

pernerlitian, analisis, interrprertasi, dan argurmerntasi 

terrhadap hasil pernerlitian. Analisis hasil pernerlitian urnturk 

mernjawab turjuran pernerltian ataur permercahan masalah 

yang diterliti. 

BAB V            : PENUTUP 

Pada bagian pernurturp dijerlaskan merngernai kersimpurlan, 

kerterrbatasan dan saran dari pernerliti. 


